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MENTERI KEHUTANAN 
REPUBLIK INDONESIA 

 
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN 

NOMOR : 151/Kpts-II/2003 
 

TENTANG 
 

RENCANA KERJA, RENCANA KERJA LIMA TAHUN, RENCANA KERJA TAHUNAN DAN 
BAGAN KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU  

PADA HUTAN TANAMAN 
 

MENTERI KEHUTANAN, 
 
Menimbang : 
 

a. bahwa Pasal 47 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 34 
Tahun 2002 menyebutkan, kepada Pemegang Izin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan tanaman wajib membuat 
Rencana Kerja selama jangka waktu berlakunya izin, Rencana Kerja 
Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman untuk diajukan 
kepada Menteri Kehutanan guna mendapatkan persetujuannya; 

 b. bahwa Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja 
Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 
pada hutan tanaman sebagaimana dimaksud butir a merupakan dasar 
pelaksanaan kegiatan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada 
hutan tanaman; 

 c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu 
menetapkan Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana 
Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 
Kayu pada hutan tanaman dengan Keputusan Menteri Kehutanan. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber 
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 

 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; 
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup; 
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah; 
 5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan 

Hutan; 
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan 

Hutan; 
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 

Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah 
Otonom; 

 9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian 
Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan 
dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan; 

 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelengaraan 
Dekonsentrasi; 

 12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang 
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan; 

 13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan 
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan 
Penggunaan Kawasan Hutan; 
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 14. Keputusan Presiden  Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, 
Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen; 

 15. Keputusan Presiden Nomor 228/M  Tahun 2001 tentang Pembentukan 
Kabinet Gotong Royong; 
 

 16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/kpts-II/1998 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan; 
 

 M E M U T U S K A N : 
 

Menetapkan :   KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG RENCANA KERJA, 
RENCANA KERJA LIMA TAHUN, RENCANA KERJA TAHUNAN DAN 
BAGAN KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA 
HUTAN TANAMAN. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal  1 
 

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan : 
 1. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHKK) pada hutan 

tanaman yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan 
Tanaman (HPHT) atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri 
(HPHTI) adalah izin usaha untuk memanfaatkan hutan produksi yang 
kegiatannya terdiri dari penyiapan lahan, perbenihan atau pembibitan, 
penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan atau 
penebangan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan kayu. 

 2. Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) 
pada hutan tanaman adalah rencana kerja secara makro untuk 
seluruh areal kerja selama jangka waktu berlakunya izin yang memuat 
pedoman dan arahan untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan serta 
digunakan untuk menyusun Rencana Kerja Lima Tahun dan Rencana 
Kerja Tahunan. 

 3. Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 
(RKLUPHHK) pada hutan tanaman adalah rencana kerja dengan 
jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari 
RKUPHHK pada hutan tanaman. 

 4. Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 
(RKTUPHHK) pada hutan tanaman adalah rencana kerja dengan 
jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari 
RKLUPHHK pada hutan tanaman. 

 5. Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (BKUPHHK) pada 
hutan tanaman adalah rencana kerja yang berlaku selama-lamanya 12 
(dua belas) bulan yang diberlakukan terhadap pemegang IUPHHK 
pada hutan tanaman yang belum memiliki RKUPHHK dan/atau 
RKLUPHHK I (pertama). 

 6. Tata ruang hutan tanaman adalah hasil penataan areal kerja IUPHHK 
pada hutan tanaman sesuai dengan peruntukannya. 

 7. Penataan Areal Kerja adalah pembagian areal kerja menjadi bagian-
bagian areal yang terdiri dari blok dan petak kerja sesuai dengan 
peruntukannya untuk keperluan tanaman pokok, tanaman unggulan, 
tanaman kehidupan, sarana dan prasarana serta kawasan lindung. 

 8. Inventarisasi Tegakan adalah kegiatan pencatatan, pengukuran dan 
taksasi volume pohon yang akan ditebang di hutan alam dalam rangka 
pembukaan wilayah dan atau penyiapan lahan. 

 9. Pembukaan Wilayah Hutan adalah kegiatan penyediaan prasarana 
jalan dan bangunan lainnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan 
kegiatan UPHHK pada hutan tanaman. 

 10. Penyiapan Lahan adalah kegiatan persiapan, pembersihan lahan dan 
pengolahan lahan untuk keperluan penanaman. 

 11. Pembersihan Lahan adalah pekerjaan pembersihan areal untuk 
membuka lahan dengan cara menebang/ membersihkan semak 
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membuka lahan dengan cara menebang/ membersihkan semak 
belukar, alang-alang, pohon-pohon dan tunggak. 

 12. Pengolahan lahan adalah pekerjaan pembajakan dan penggaruan 
tanah untuk memperbaiki sifat fisik tanah dengan cara membalikkan 
dan menggemburkan tanah serta membongkar perakaran semak 
belukar, alang-alang dan tunggak. 

 13. Blok Kerja adalah bagian dari areal unit kerja dengan satuan luas 
hutan tertentu yang akan dikerjakan dalam jangka waktu 1 (satu) 
tahun. 
 

 14. Petak Kerja adalah bagian dari blok kerja luasan tertentu dan menjadi 
unit usaha pemanfaatan terkecil yang mendapat perlakuan silvikultur 
yang sama. 

 15. Laporan Hasil Cruising (LHC) untuk jenis kayu perkakas/ pertukangan 
adalah dokumen yang memuat nomor blok/petak, nomor pohon, jenis, 
diameter, tinggi pohon, dan taksiran volume kayu dari hasil cruising di 
areal yang telah ditetapkan yang digunakan pada hutan tanaman yang 
sudah masak tebang/mencapai umur daur. 

 16. Laporan Hasil Crusing (LHC) untuk jenis bukab kayu perkakas/ 
pertukangan adalah dokumen yang memuat nomor blok/petak, nomor 
petak ukur, jenis, diameter, tinggi pohonm dan taksiran volume kayu 
dari hasil cruisibf di areal yang telah ditetapkan yang digunakan pada 
hutan atanaman yang sudah masak tebang/mencapai umur daur. 

 17. Rekapitulasi LHC Blok tebangan Tahunan untuk kayu perkakas/ 
pertukangan adalah dokumen hasil pengolahan data pohon dari LHC 
setiap petak kerja pada blok kerja tebangan tahunan yang memuat 
kelompok jenis, kelas diameter, jumlah pohon dan taksiran volume 
kayu yang disahkan oleh Bupati/ Walikota atau pejabat yang 
ditugaskan untuk mengesahkan Rekapitulasi LHC. 

 18. Rekapitulasi LHC Tebangan Tahunan untuk bukan kayu perkakas/ 
pertukangan adalah dokumen hasil pengolahan data pohon dari LHC 
setiap petak kerja pada blok kerja tebangan tahunan yang memuat 
diameter, jumlah pohon dan taksiran volume kayu yang disahkan oleh 
Bupati/ walikota atau pejabat yang ditugaskan untuk mengesahkan 
Rekapitulasi LHC. 

 19 Tanaman Pokok adalah tanaman untuk tujuan produksi hasil hutan 
berupa kayu perkakas/ pertukangan dan atau hasil hutan bukan kayu 
perkakas/ pertukangan. 

 20. Tanaman Unggulan adalah tanaman jenis asli di daerah yang 
bersangkutan yang mempunyai nilai perdagangan (niagawi) tinggi. 

 21. Tanaman Kehidupan adalah tanaman tahunan atau pohon yang 
menghasilkan hasil hutan bukan kayu yang bermanfaat bagi 
masyarakat. 

 22. sarana dan Prasarana adalah alat dan bangunan yang dipergunakan 
untuk mendukung kegiatan IUPHHK pada hutan tanaman. 

 23. Kawasan Lindung adalah kawasan yang dilindungi dalam rangka 
perlindungan dan pemeliharaan sumber daya alam. 

 24. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di 
bidang kehutanan. 

 25. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan 
tanggung jawab di bidang Bina Produksi Kehutanan. 

 26. Dinas Provinsi adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab 
di bidang kehutanan di daerah Provinsi. 

 27. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang diserahi tugas dan 
tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Kabupaten/Kota. 

 28. Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan (BSPHH) adalah unit pelaksana 
teknis di bidang Sertifikasi Penguji Hasil Hutan yang berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Produksi 
Kehutanan. 
 

 BAB II 
T U J U A N 
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Pasal 2 

 
Penyusunan Rencana Kerja (RK), Rencana Kerja Lima Tahun (RKL), 
Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Bagan Kerja (BK) usaha pemanfaatan 
hasil hutan kayu pada hutan tanaman bertujuan dalam rangka pemanfaatan 
hutan tanaman produksi secara lestari. 
 
 

 BAB III 
RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA 

HUTAN TANAMAN 
 
 
 

Pasal 3 
 

 (1) Usulan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 
(RKUPHHK) pada hutan tanaman wajib disusun oleh pemegang Izin 
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan 
tanaman. 

 (2) Usulan RKUPHHK pada hutan tanaman yang telah disusun oleh 
pemegang IUPHHK pada hutan tanaman sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), diajukan atau diusulkan kepada Menteri c.q. Direktur 
Jenderal selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Keputusan 
IUPHHK pada hutan tanaman diberikan dengan tembusa kepada: 

  a. Kepala Dinas Provinsi; 
  b. Kepala Dionas Kabupaten/Kota. 

 
 Pasal 4 

 
Usulan RKUPHHK pada hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 3 disusun berdasarkan: 
 

 a. Peta areal kerja sesuai keputusan IUPHHK pada hutan tanaman; 
 b. Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi atau Peta Rencana Tata 

Ruang Wilayah Provinsi; 
 c. Peta Hasil Penafsiran Potret Udara atau Citra Satelit (skala 1 : 50.000 

atau 1 : 100.000) berumur maksimal 2 (dua) tahun terakhir; 
 d. Peta Tata Ruang Hutan Tanaman skala 1 : 50.000. 

 
 Pasal 5 

 
Usulan RKUPHHK pada hutan tanaman yang disusun oleh pemegang 
IUPHHK pad ahutan tanaman memuat rencana garis besar: 

 a. Tata batas areal kerja dan pemetaan; 
 b. Penataan areal kerja; 
 c. Inventarisasi tegakan; 
 d. Pembukaan wilayah hutan; 
 e. Penyiapan lahan; 
 f. Perbenihan/pembibitan; 
 g. Penanaman; 
 h. Pemeliharaan; 
 i. Perlindungan dan pengamanan hutan; 
 j. Penebangan/pemanenan; 
 k. Pengolahan  dan pemasaran hasil hutan; 
 l. Pengorganisasian dan ketenagakerjaan; 
 m. Pembinaan/pemberdayaan masyarakat desa hutan; 
 n. Penelitian dan pengembangan; 
 o. Pendidikan dan pelatihan; 
 p. Pengadaan sarana dan prasarana; 
 q. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan; 
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 r. Monitoring dan evaluasi; 
 s. Pendapatan dan pengeluaran. 

 
 Pasal 6 

 
 (1) Usulan RKUPHHK pada hutan tanaman yang diajukan kepada 

Menteri sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, selanjutnya dinilai dan 
disahkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri, selambat-
lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diterimanya Usulan 
RKUPHHK pada hutan tanaman. 

 (2) Apabila berdasarkan hasil penialain sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam 
keputusan ini, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan 
Keputusan Pengesahan RKUPHHK pada hutan tanaman dan 
salinannya disampaikan kepada: 

  a. Para Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan terkait; 
  b. Kepada Dinas Provinsi; 
  c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota; 
  d. Kepala Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan. 

 
 Pasal 7 

 
RKUPHHK pada hutan tanaman yang disahkan oleh Direktur Jenderal atas 
nama Menteri sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2), dapat 
dilakukan evaluasi sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun. 
 

 Pasal 8 
 

Pedoman penyusunan, penilaian dan pengesahan RKUPHHK pada hutan 
tanaman diatur sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 (satu) Keputusan 
ini. 

 
 BAB IV 

RENCANA KERJA LIMA TAHUN 
USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU  

PADA HUTAN TANAMAN 
 

Pasal 9 
 

 (1) Usulan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil HUtan 
Kayu (RKLUPHHK) pada hutan tanaman wajib disusun oleh 
Pemegang IUPHHK pada hutan tanaman berdasarkan RKUPHHK 
pada hutan tanaman yang telah disahkan. 

 (2) Usulan RKLUPHHK pad ahutan tanaman yang disusun oleh 
pemegang IUPHHK pada hutan tanaman sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diajukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal 
selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak RKUPHHK pad ahutan 
tanaman disahka, dengan tembusan kepada: 

  a. Kepada Dinas Provinsi; 
  b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota. 
  

Pasal 10 
 

Kepala Dinas Provinsi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 
menerima tembusan Usulan RKLUPHHK pada hutan tanaman 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf a, memberi 
pertimbangan teknis kepada Direktur Jenderal. 

 
 Pasal 11 

 
Usulan RKLUPHHK pada hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 9, disusun berdasarkan: 
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 a. RKUPHHK pada hutan tanaman yang telah disahkan; 
 b. Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi atau Peta Rencana Tata 

Ruang Wilayah Provinsi; 
 c. Peta Hasil Penafsiran Potret Udara atau Citra Satelit skala 1 : 50.000 

atau 1 : 100.000 berumur maksimak 2 (dua) tahun terkahir; 
 d. Peta Tata Ruang Hutan Tanaman skala 1 : 50.000; 
 e. Peta Kerja Penanaman dan atau Penebangan/Pemanenan skala 1 : 

50.000; 
 f. Laporan Hasil Inventarisasi Tegakan; 
 g. Laporan Hasil Cruising (LHC) dengan intensitas sampling sekurang-

kurangnya 0,5% (lima persepuluh persen) apabila pada blok kerja 
tebangan Usulan RKLUPHHK pada hutan tanaman terdapat tanaman 
yang sudah masak tebang atau mencapai umur daur; 

 h. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berdomisili pada hutan di 
areal kerja IUPHHK pada hutan tanaman. 
 

 Pasal 12 
 

Usulan RKLUPHHK pada hutan tanaman yang disusun oleh pemegang 
IUPHHK pada hutan tanaman memuat rencana kegiatan: 

 a. Tata batas areal kerja dan pemetaan; 
 b. Penataan areal; 
 c. Inventarisasi tegakan; 
 d. Pembukaan wilayah hutan; 
 e. Penyiapan lahan; 
 f. Perbenihan/pembibitan; 
 g. Penanaman; 
 h. Pemeliharaan; 
 i. Perlindungan dan pengamanan hutan; 
 j. Penebangan/pemanenan; 
 k. Pengolahan dan pemasaran hasil hutan; 
 l. Pengorganisasian dan ketenagakerjaan; 
 m. Pembinaan/pemberdayaan masyarakat desa hutan; 
 n. Penelitian dan pengembangan; 
 o. Pendidikan dan pelatihan; 
 p. Pengadaan sarana dan prasarana; 
 q. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan; 
 r. Monitoring dan evaluasi; 
 s. Pendapatan dan pengeluaran. 
  

Pasal 13 
 

 (1) Usulan RKLUPHHK pad ahutan tanaman yang diajukan oleh 
pemegang IUPHHK pada hutan tanaman sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 9 ayat (2) selanjutnya dinilai dan disahkan oleh Direktur 
Jenderal atas nama Menteri, selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) 
hari kerja sejak diterimanya Usulan RKLUPHHK pad ahutan tanaman 
dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari Kepala Dinas 
Provinsi. 

 (2) Apabila pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Provinsi tidka 
disampaikan dalam jangka waktu yangtelah ditetapkan sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 10, Direktur Jenderal atas nama Menteri tetap 
melakukan penilaian Usulan RKL UPHHK pada hutan tanaman. 

 (3) Apabila berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam 
keputusan ini, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan 
keputusan pengesahan RKLUPHHK pada hutan tanaman dan 
salinannya disampaikan kepada: 

  a. Para Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan terkait; 
  b. Kepala Dinas Provinsi; 
  c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota; 
  d. Kepala Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan. 
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 Pasal 14 

 
Usulan RKLUPHHK pada hutan tanaman kedua dam selanjutnya, wajib 
disusun, diserahkan dan disahkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan 
sebelum berakhirnya RKLUPHHK pad ahutan tanaman yang sedang 
berjalan. 

 Pasal 15 
 

RKLUPHHK pada hutan tanaman yang telah disahkan oleh Direktur 
Jenderal atas nama Menteri sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) 
dapat dilakukan evaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali pada 1 (satu) 
periode RKLUPHHK pada hutan tanaman berjalan. 
 

 Pasal 16 
 

Pedoman penyusunan, penilaian dan pengesahan RKLUPHHK pada hutan 
tanaman diatur sebagaimana tercantum pada lampiran 2 (dua) keputusan 
ini. 
 

 BAB V 
RENCANA KERJA TAHUNAN 

USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN 
TANAMAN 

 
Pasal 17 

 (1) Pemegang IUPHHK pada hutan tanaman wajib menyusun Usulan 
RKTUPHHK pada hutan tanaman tahun pertama dan diajukan 
selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak RKLUPHHK pada hutan 
tanaman disahkan. 

 (2) Usulan RKTUPHHK pada hutan tanaman tahun kedua dan 
selanjutnya wajib disusun dan diserahkan oleh pemegang IUPHHK 
pada hutan tanaman selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum 
RKTUPHHK pad ahutan tanaman tahun berjalan. 

 (3) Usulan RKTUPHHK pad ahutan tanaman sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan (2) diajukan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan 
tembusan: 

  a. Direktur Jenderal; 
  b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota. 
  

Pasal 18 
 

Usulan RKTUPHHK pada hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 17, disusun berdasarkan: 

 a. RKLUPHHK pada hutan tanaman yang telah disahkan; 
 b. Peta areal kerja sesuai Keputusan IUPHHK pada hutan tanaman; 
 c. Peta Tata Ruang Hutan Tanaman skala 1 : 50.000; 
 d. Laporan Hasil Inventarisasi Tegakan; 
 e. Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (LHC) Blok Kerja Tebangan 

tahunan yang disahkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang 
ditugaskan untuk mengesahkan Rekapitul;asi LHC; 

 f. Peta hasil penafsiran potret udara atau citra satelit skala 1 : 50.000 
atau 1 : 100.000 berumur maksimal 1 (satu) tahun terakhir. 

  
Pasal 19 

 
 (1) Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (LHC) blok kerja tebangan 

tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf e merupakan 
salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pemegang IUPHHK 
pada hutan tanaman yang merencanakan kegiatan 
penebangan/pemanenan. 

 (2) Pemegang IUPHHK pada hutan tanaman yang merencanakan 
kegiatan penebangan/pemanenan wajib melaksanakan cruising pada 
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kegiatan penebangan/pemanenan wajib melaksanakan cruising pada 
blok kerja tahunan dengan: 

  a. Intensitas 100% (seratus persen) untuk kelas perusahaan kayu 
perkakas/ pertukangan; atau 

  b. Intensitas sampling 10% (sepuluh persen) untuk kelas 
perusahaan kayu bukan kayu perkakas/ pertukangan. 
 

 (3) Hasil pelaksanaan cruising sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dituangkan pada bentuk Laporan Hasil Cruising (LHC) dan wajib 
dilaporkan oleh pemegang IUPHHK pada hutan tanaman kepada 
Bupati/Walikota paling lambat bulan Desember, 2 (dua) tahun 
sebelum penebangan/ pemanenan. 

 (4) Berdasarkan Laporan Hasil Cruising (LHC) dari pemegang IUPHHK 
pada hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
Bupati/Walikota menugaskan Dinas Teknis melaksanakan checking 
cruising paling lambat bulan Desember, 1 (satu) tahun sebelum 
penebangan/ pemanenan dengan Intensitas sampilng 10% (sepuluh 
persen) dari cruising untuk semua kelas perusahaan kayu. 

 (5) Pengesahan Rekapitulasi LHC oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang 
ditugaskan untuk mengesahkan Rekapitulasi LHC paling lambat bulan 
Juni, 6 (enam) bulan sebelum penebangan/ pemanenan. 

  
Pasal 20 

 
Usulan RKTUPHHK pada hutan tanaman yang disusun oleh pemegang 
IUPHHK pada hutan tanaman memuat realisasi dan rencana kegiatan: 

 a. Tata batas areal kerja dan pemetaan; 
 b. Penataan areal; 
 c. Inventarisasi tegakan; 
 d. Pembukaan wilayah hutan; 
 e. Penyiapan lahan; 
 f. Perbenihan/ pembibitan; 
 g. Penanaman; 
 h. Pemeliharaan; 
 i. Perlindungan dan pengamanan hutan; 
 j. Penebangan/pemanenan; 
 k. Pengolahan dan pemasaran hasil hutan; 
 l. Pengorganisasian dan ketenagakerjaan; 
 m. Pembinaan/ pemberdayaan masyarakat desa hutan; 
 n. Penelitian dan pengembangan; 
 o. Pendidikan dan pelatihan; 
 p. Pengadaan sarana dan prasarana; 
 q. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan; 
 r. Monitoring dan evaluasi; 
 s. Pendapatan dan pengeluaran. 
  

Pasal 21 
 

 (1) Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 
17at (3) huruf b, menyampaikan pertimbangan teknis kepada Kepala 
dinas Provinsi selambat-lambatnya: 

  a. 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya tembusan 
URTUPHHK pada hutan tanaman tahun pertama sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 17 ayat (1); 

  b. 30 Nopember sejak diterimanya tembusan URKTUPHHK pada 
hutan tanaman tahun kedua dan selanjutnya sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 17 ayat (2). 

 (2) Untuk kegiatan penanaman, maka pertimbangan teknis Kepala Dinas 
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
mempedomani RKLUPHH pada hutan tanaman yang telah disahkan. 

 (3) Untuk kegiatan penanaman dan penebangan/pemanenan, maka 
pertimbangan teknis Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) wajib mempedomani RKLUPHH pada hutan 
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dimaksud pada ayat (1) wajib mempedomani RKLUPHH pada hutan 
tanaman dan Rekapitulasi LHC Tebangan Tahunan yang telah 
disahkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditugaskan untuk 
mengesahkan Rekapitulasi LHC. 
 

 Pasal 22 
 

 (1) Kepala Dinas Provinsi berdasarkan RKLUPHHK pada hutan tanaman 
dan pertimbangan teknis Kelapa Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 21 selanjutnya melakukan penilaian 
RKTUPHHK pada hutan tanaman. 

 (2) Apabila pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota tidak 
disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 21 ayat (1), Kepala Dinas Propinsi tetap 
melakukan penilaian URKTUPHHK pada hutan tanaman dengan 
mempedomani RKLUPHHK pada hutan tanaman dan atau 
Rekapitulasi LHC Tebangan Tahunan yang telah disahkan oleh 
Bupati/Walikota atau pejabat yang ditugaskan untuk mengesahkan 
Rekapitulasi LHC. 

 (3) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2), URKTUPHHK pada hutan tanaman yangtelah memenuhi 
persyaratan sesuai ketentuan pada keputusan ini, Kepala Dinas 
Provinsi menerbitkan keputusan pengesahan RKTUPHHK pada hutan 
tanaman: 

  a. Untuk RKTUPHHK pada hutan tanaman tahun I (pertama), 
selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak 
diterimanya URKTUPHHK pada hutan tanaman. 

  b. Untuk RKTUPHHK pada hutan tanaman tahun II (kedua) dan 
selanjutnya selambat-lambatnya tanggal 31 Desember sebelum 
tahun RKTUPHHK pada hutan tanaman berjalan. 

 (4) RKTUPHHK pada hutan tanaman yang telah disahkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) salinannya disampaikan kepada: 

  a. Direktur Jenderal; 
  b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota; 
  c. Kepala Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan.  
 Pasal 23 

 
 (1) RKTUPHHK pada hutan tanaman tahun I (pertama), berlaku sejak 

disahkannya sampai dengan tanggal 31 Desember tahun yang 
berjalan. 

 (2) RKTUPHHK pada hutan tanaman tahun II (kedua) dan selanjutnya 
berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai 1 Januari 
sampai dengan 31 Desember. 
 

 Pasal 24 
 

Pedoman penyusunan, penilaian dan pengesahan RKTUPHHK pada hutan 
tanaman diatur sebagaimana tercantum pada lampiran 3 (tiga) Keputusan 
ini. 

 BAB VI 
BAGAN KERJA 

USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN 
TANAMAN 

 
Pasal 25 

 
 (1) Bagi pemegang IUPHHK pada hutan tanaman yang RKUPHHK dan 

atau RKL UPHHK pada hutan tanaman belum disahkan, dapat 
menyusun dan mengajukan usulan BKUPHHK pada hutan tanaman 
berdasarkan Keputusan pemberian IUPHHK pada hutan tanaman. 

 (2) Usulan BKUPHHK pada hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan 
tembusan: 
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tembusan: 
  a. Direktur Jenderal; 
  b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota; 
  

Pasal 26 
 

Usulan BKUPHHK pada hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 
25 disusun berdasarkan: 

 a. Peta areal kerja sesuai keputusan IUPHHK pada hutan tanaman; 
 b. Laporan Hasil Inventarisasi Tegakan. 

 
  

Pasal 27 
 

 (1) Usulan BKUPHHK pad ahutan tanaman yang disusun oleh pemegang 
IUPHHK pada hutan tanaman memuat rencana kegiatan: 

  a. Tata batas areal kerja dan pemetaan; 
  b. Penataan areal; 
  c. Inventarisasi tegakan; 
  d. Pembukaan wilayah hutan; 
  e. Penyiapan lahan; 
  f. Perbenihan/pembibitan; 
  g. Penanaman; 
  h. Pemeliharaan; 
  i. Perlindungan dan pengamanan hutan; 
  j. Tenaga teknis kehutanan; 
  k. Pembinaan/pemberdayaan masyarakat desa hutan; 
  l. Pengadaan sarana dan prasarana; 
  m. Monitoring dan evaluasi; 
  n. Pendapatan dan pengeluaran. 

 
 (2) Dalam hal IUPHHK pada hutan tanaman bersifat 

pembaharuan/perpanjangan, usulan BKUPHHK pada hutan tanaman 
selain memuat rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) juga memuat rencana kegiatan: 

  a. Penelitian dan pengembangan; 
  b. Pendidikan dan pelatihan; 
  c. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan. 

 
 Pasal 28 

 
 (1) Kepala Dinas Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari 

kerja sejak diterimanya tembusan BKUPHHK pada hutan tanaman 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2) huruf b 
menyampaikan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas Provinsi. 

 (2) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
mempedomani peta areal kerja dan inventarisasi tegakan sesuai 
keputusan IUPHHK pada hutan tanaman. 
 

 Pasal 29 
 

 (1) Berdasarkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 
28 Kepala Dinas Provinsi selanjutnya melakukan penilaian Usulan 
BKUPHHK pada hutan tanaman. 

 (2) Apabila pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota tidak 
disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) Kepala Dinas Provinsi tetap 
melakukan penilaian BKUPHHK pada hutan tanaman. 

 (3) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), 
usulan BKUPHHK pada hutan tanaman yang telah memenuhi 
persyaratan sesuai ketentuan pada Keputusan ini, Kepala Dinas 
Provinsi menerbitkan keputusan pengesahan BKUPHHK pada hutan 
tanaman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja dan salinannya 



 

 11

tanaman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja dan salinannya 
disampaikan kepada: 

  a. Direktur Jenderal; 
  b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota; 
  c. Kepala Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan. 
 (4) Rencana kegiatan BKUPHHK pad ahutan tanaman sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), wajib mempertimbangkan berakhirnya sisa 
waktu BKUPHHK pada hutan tanaman. 
 

 Pasal 30 
 

 (1) BBKUPHHK pad ahutan tanaman hanya dapat diberikan satu kali dan 
berlaku selama-lamanya 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya 
keputusan pemberian IUPHHK pad ahutan tanaman. 

 (2) BKUPHHK pada hutan tanaman berlaku mulai diterbitkan keputusan 
pengesahan BKUPHHK sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat 
(3) sampai dengan tanggal 31 Desember. 

 (3) Dalam hal RKUPHHK dan atau RKLUPHHK pada hutan tanaman 
belum disahkan, sebagaimana ditetapkan pada keputusan ini, 
BKUPHHK pada hutan tanaman dapat diperpanjang sampai dengan 
terbitnya keputusan pengesahan RKUPHHK dan atau RKLUPHHK 
pada hutan tanaman. 

 (4) BKUPHHK pada hutan tanaman yang telah disahkan tidak dapat 
diubah/direvisi. 

 Pasal 31 
 
Pedoman penyusunan, penilaian dan pengesahan BKUPHHK pada hutan 
tanaman diatur sebagaimana tercantum pada lampiran 4 (empat) keputusan 
ini. 
 

 BAB VII 
PERUBAHAN/REVISI RKUPHHK ATAU RKLUPHHK 

PADA HUTAN TANAMAN 
 

Pasal 32 
 

 (1) Berdasarkan hasil evaluasi RKUPHHK pada hutan tanaman 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 atau hasil evaluasi RKLUPHHK 
pada hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, 
pemegang IUPHHK dapat mengajukan perubahan/revisi terhadap 
RKUPHHK atau RKLUPHHK pada hutan tanaman yang telah 
disahkan. 

 (2) Perubahan/revisi terhadap RKUPHHK atau RKLUPHHK pada hutan 
tanaman dapat dipertimbangkan apabila: 

  a. adanya penambahan atau pengurangan areal kerja; 
  b. adanya perubahan terhadap kondisi fisik sumber daya hutan 

yang disebabkan oleh perambahan hutan dan lahan, dan 
bencana alam seperti kebakaran hutan, tanah longsor, serangan 
hama dan penyakit; dan atau 

  c. adanya perubahan jenis dan atau daur tanaman. 
 (3) Perubahan/revisi RKUPHHK atau RKLUPHHK pada hutan tanaman 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinilai dan 
disahkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri, selambat-
lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diterimanya usulan 
revisi RKUPHHK atau RKLUPHHK pada hutan tanaman. 
 

 BAB VIII 
PENGENDALIAN DAN PELAPORAN 

 
Pasal 33 

 
 (1) Pemegang IUPHHK pad ahutan tanaman wajib membuat dan 

menyampaikan laporan pelaksanaan RKTUPHHK/BKUPHHK pada 
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menyampaikan laporan pelaksanaan RKTUPHHK/BKUPHHK pada 
hutan tanaman secara periodik setiap bulan dan tahunan kepada 
Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada: 

  a. Direktur Jenderal; 
  b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota; 
  c. Kepala Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan. 
 (2) Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

dilaporkan selambat-lambatnya pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya 
dan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
dilaporkan selambat-lambatnya pada bulan Januari tahun berikutnya. 

 (3) Berdasarkan laporan dari pemegang IUPHHK pada hutan tanaman 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Provinsi wajib 
membuat dan menyampaikan laporan bulanan dan tahunan 
pelaksanaan/realisasi RKTUPHHK/BKUPHHK pada hutan tanaman 
kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Balai 
Sertifikasi Penguji Hasil Hutan. 

 (4) Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib 
dilaporkan selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) bulan 
berikutnya dan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) wajib dilaporkan selambat-lambatnya pada bulan Januari tahun 
berikutnya. 

 (5) Dalam hal tidak ada pelaksanaan kegiatan IUPHHK pada hutan 
tanaman, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) 
tetap dibuat dan disampaikan dengan keterangan nihil dan penjelasan 
seperlunya. 

 (6) Menteri melaksanakan pengendalian atas penilaian dan pengesahan 
serta pelaksanaan RKUPHHK, RKLUPHHK, dan RKTUPHHK pada 
hutan tanaman. 
 

 Pasal 34 
 

 (1) Format laporan bulanan dan tahunan yang wajib dibuat oleh 
pemegang IUPHHK pada hutan tanaman sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 33 ayat (1) diatur sebagaimana tercantum dalam lampiran 
5 (lima) keputusan ini. 

 (2) Format laporan bulanan dan tahunan yang wajib dibuat oleh Kepala 
Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (3) 
sebagaimana tercantum dalam lampiran 6 (enam) keputusan ini. 
 

 BAB IXI 
S A N K S I 

 
Pasal 35 

 
Pemegang IUPHHK pada hutan tanaman yang tidak menyusun dan 
menyerahkan RKUPHHK, RKLUPHHK, dan RKTUPHHK pad ahutan 
tanaman atau perbaikannya serta tidak membuat dan menyampaikan 
laporan hasil pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam keputusan ini, 
dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

 
 BAB X 

KETENTUAN PERALIHAN 
 
 

Pasal 36 
 

 (1) Usulan RK, RKL, RKT atau BK UPHHK pada hutan tanaman yang 
disampaikan oleh pemegang IUPHHK pada hutan tanaman dan 
diterima Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi dan sedang 
pada proses penilaian dan pengesahan sebelum ditetapkan 
keputusan ini tetap diberlakukan ketentuan sebelumnya. 
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 (2) Pemegang IUPHHK pada hutan tanaman yang belum mengajukan 
usulan RK dan atau usulan RKL UPHHK pada hutan tanaman wajib 
membuat usulan RK dan atau RKL UPHHK pad ahutan tanaman 
sesuai dengan ketentuan dalam keputusan ini. 
 

 Pasal 37 
 

 (1) Dalam hal pemohon IUPHHK pada hutan tanaman belum memperoleh 
Keputusan definitif IUPHHK pada hutan tanaman, maka RK, RKL, 
RKT dan BK UPHHK pada hutan tanaman tidak dapat dinilai dan 
disahkan. 

 (2) Dalam hal pemegang IUPHHK pada hutan tanaman belum 
memperoleh pengesahan RKUPHHK pada hutan tanaman, maka 
RKLUPHHK pad ahutan tanaman tidak dapat dinilai dan disahkan. 

 (3) Dalam hal pemegang IUPHHK pada hutan tanaman belum 
memperoleh pengesahan RKLPHHK pada hutan tanaman, maka 
RKTUPHHK pad ahutan tanaman tidak dapat dinilai dan disahkan. 
 

 Pasal 38 
 

Rencana Karya Pengusahaan Hutan Tanaman (RKPHT), Rencana Karya 
Lima Tahun Pengusahaan Hutan Tanaman (RKLPHT), dan atau Rencana 
Karya Tahunan Pengusahaan Hutan Tanaman (RKTPHT) yang telah 
disahkan sebelum diterbitkannya keputusan ini, tetap berlaku sampai jangka 
waktunya berakhir. 
 

 Pasal 39 
 

Ketentuan pada keputusan ini berlaku juga bagi Usaha Pemanfaatan Hutan 
Tanaman yang pelaksanaan pengelolaan hutannya dilimpahkan kepada 
Perhutani di Propinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. 
 

 BAB XI 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 40 

 
Ketentuan tentang Pedoman/petunjuk teknis/Petunjuk Pelaksanaan 
Kegiatan IUPHHK pada hutan tanaman diatur dengan Keputusan Menteri 
tersendiri. 

 
 Pasal 41 

 
 (1) Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Menteri 

Kehutanan dan Perkebunan Nomor 314/Kpts-II/1999 tentang Rencana 
Karya Pengusahaan Hutan, Rencana Karya Lima Tahun dan Rencana 
Karya Tahunan atau Bagan Kerja Pengusahaan Hutan khususnya 
pada hutan tanaman dan peraturan pelaksanaannya, serta ketentuan 
lain yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku 
lagi. 

 (2) Keputusan ini mulai sejak tanggal ditetapkan. 
 

Ditetapkan di : J A K A R T A    
Pada tanggal : 2 Mei 2003  
 
MENTERI KEHUTANAN, 
 

ttd.          
      
MUHAMMAD PRAKOSA 

 



 

 14

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Hukum dan Organisasi, 
 
                    ttd. 
 
            Ir. S U Y O N O 
            NIP. 080035380 
 
 
Tembusan Kepada Yth. : 
1. Menteri Dalam Negeri; 
2. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan; 
3. Gubernur Provinsi di Seluruh Indonesia; 
4. Bupati/ Walikota di Seluruh Indonesia; 
5. Kepala Dinas Provinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di    

Daerah Provinsi di seluruh Indonesia; 
6. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang 

kehutanan di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia; 
7. Sdr. Kepala Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan di seluruh Indonesia. 
 


